PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/16/PBI1/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYAH
DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN
DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pertharbu dan
perkembangan industri perbankan syariah yang kaatkean,
maka diperlukan satu pemahaman yang sama dariukelur
stakeholdersnengenai keberadaan seluruh kegiatan usaha dan
operasional perbankan syariah yang merupakan batfan
jasa perbankan nasional,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dipandang perlu untuk menyempurnakan
ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dedgatan
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta palaya

jasa Bank Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1988tang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Td!999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia...



Menetapkan:

-2
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaramarfdeg
Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaHu®8 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBMN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN  PRINSIP
SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA
DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA
BANK SYARIAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia
No0.9/19/PBI1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syadalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana sert
Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembasyafd
Republik Indonesia Nomor 4793) diubah sehingga ugyb
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagéut:

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mgae:

1. Bank...
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. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk da
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja did@n
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk da
kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit $yaria
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

6. Prinsip...
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6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syaria
atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

8. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentwkudharabah
danmusyarakah

b. transaksi sewa-menyewa dalam benjatah atau
sewa beli dalam bentukijarah muntahiya
bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang
murabahahsalam danistishna;,

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
gardh dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam beiau&h
untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah...
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setelah jangka waktu tertentu dengan imbaigmah,
tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagéut:

)

(2)

3)

Pasal 2
Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana
dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah
yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan.
Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan
penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayasen ja
bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.
Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan
pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan
keseimbangan ‘ddl wa tawazulp kemaslahatan
(maslahaly, dan universalismealamiyal) serta tidak
mengandunggharar, maysir, riba, zalim dan objek

haram.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbungigselberikut:

Pasal 5

Bank yang tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaaman

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasalrisfahg-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan SByaria

Pasalll...
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Pasal Il

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padaggdah
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymetzgngan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatan@yamd

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 25 September 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOM® 136
DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/16/PBI1/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH BLAM
KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA
PELAYANAN JASA BANK SYARIAH

.  UMUM
Perbankan syariah di Indonesia lahir untuk memerkehiutuhan
masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa peahasyariah sebagai
alternatif dari layanan jasa perbankan konvensioRarbankan syariah
merupakan salah satu subsistem dalam sistem penbahnkndonesia yang
menganutdual banking systen®leh karena itu, seluruh kegiatan usaha dan
operasional perbankan syariah merupakan bagian jdaa perbankan
nasional, dan masing-masing subsistem diharapkaat daling mendukung

sistem perbankan secara keseluruhan.

Pasal |
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan:
“ ‘Adl” yaitu menempatkan sesuatu hanya pada
tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang
berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai
posisinya.
“Tawazun” adalah keseimbangan yang meliputi
aspek material dan spiritual, aspek privat danikubl
sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan soda,
keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
“Maslahah” adalah segala bentuk kebaikan yang
berdimensi duniawi danukhrawi material dan
spiritual serta individual dan kolektif serta harus
memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah
(halal), bermanfaat dan membawa kebaikéroyib)
dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak
menimbulkan kemudharatan.
“Alamiyah” adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan
diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang
berkepentingan sfakeholders tanpa membedakan
suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan
semangat kerahmatan semesshifatan lil alamir).
“Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas,
tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau
tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakuka

kecuali diatur lain dalam syariah.

[

‘Maysir”
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“Maysir” , yaitu transaksi yang digantungkan kepada
suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-
untungan;

“‘Riba”, adalah pemastian penambahan pendapatan
secara tidak sahbthil) antara lain dalam transaksi
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,
kuantitas, dan waktu penyerahdadpl), atau dalam
transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan
nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang
diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya
waktu fasial).

“Zalim”, adalah transaksi yang menimbulkan
ketidakadilan bagi pihak lainnya.

“Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang

diharamkan dalam syariah.
Angka 3
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal Il

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4896



